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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN I.ABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 37 /HM.O3.5 I 1223 /2O2r
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 07 /HM.O3.5-Kpt/ 1223 /KPU-
Kab/Iv/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAE}UHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara;

b. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan

kegiatan kehumasan serta menghimpur, mengelola,

dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang

diperlukan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal

17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupate n I Kota

berkewajiban menyampaikan semua informasi

penyelenggaraan pemilihan umum kepada

masyarakat;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b, Pasal

12 huruf c, dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang

c
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Mengingat

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan

Kabupate n / Kota berkewaj iban menyampaikan semua

informasi penyelenggaraan pemilihan kepada

masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

07lHM.03.5-Kpt/ 1223 IKPU-Kab IIV I 2O2L tentang

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AOB Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO9 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23,Tarnbahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5962);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1404);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor

8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen

dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol7 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 12491;

1O. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 193);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Keg'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1763);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

187/PK.OI/1223/2021 tentang Perubahan Struktur
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten t abuhanbatu Utara.

Memperhatikan
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA NOMOR 37 / HM.O3.5 / 1223 / 2O2t

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

UTARA NoMOR 07lHM.03.s-KptlL223/KPU-

KablIV /2021 TENTANG BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA.

Menetapkan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

Perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan

KPU Kabupaten l,abuhanbatu Utara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU ialah Ketua Pelaksana

pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Utara/Bakohumas KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

l,abuhanbatu Utara;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan

Hubungan Masyarakat, dan Kepala Sub Bagian Hukum
dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara;

Menetapkan
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Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) APBN Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 September 2O2l

KETUA KOMIST PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LABUHANBATU UTARA
Bagian Hukum,

,r(+
Ridwan

z-r\

!
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 37lHM.O3.s I 1223 I 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NoMoR 07l HM.03. S-Kpt/ t223 I KPU -
KablrY 12021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Y ro(rE-
.l.Mw

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
PEMBINA

1 Heriamsyah
Simanjuntak,
SH.I.

Ketua KPU Pembina

2 Syafru El Fauzi,
Lc. MA.

Anggota KPU Pembina

3 Adi Susanto, S.T. Anggota KPU Pembina
4 Habibullah, S.P Angqota KPU Pembina
5 James Ambarita Anegota KPU Pembina

KETUA
1 Drs. Parlindungan Sekretaris KPU Labuhanbatu

Utara
Ketua

KETUA PELAKSANA
1 Halomoan, A.Md Plt. Kepala Sub Bagran Teknis

dan Hupmas
Ketua Pelaksana

2 Muhammad
Ridwan, S.Pd

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM

Ketua Pelaksana

wan

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 September 2O2l

l
-J

jdih.kpu.go.id/sumut/labura


